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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

Tujuan didirikannya perusahaan yang paling utama adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya baik itu memproduksi barang maupun jasa yang akan dijual kepada konsumen. Untuk mencapai tujuan terebut diperlukan adanya perencanaan yang matang terhadap sumber daya yang tersedia agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan adanya kondisi tersebut, maka diperlukan adanya suatu perangkat yang dapat membantu manajemen untuk melaksanakan tujuannya. Salah satunya adalah dengan anggaran, karena anggaran dapat berfungsi sekaligus menyusun perencanaan dengan baik sehinggaa kegiatan pun akan berjalan dengan semestinya. Anggaran pada dasarnya merupkan prediksi perusahaan mengenai perolehan dan pembelanjaan sumber daya moneter untuk waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2.1.1 Pengertian Anggaran

Pengertian anggaran menurut Mulyadi dalam bukunya “Akuntansi Manajemen” yaitu :

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.”


(2001:488)

Sedangkan pengertian anggaran menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan yang diterjemahkan oleh Kurniawan Tjakrawala dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen” yaitu :
“Anggaran merupakan bagian yang penting untuk perencanaan efektif jangka pendek dan kontrol dalam organisasi. Penyelenggaraan anggaran biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pemasukan dan pengeluaran selama satu tahun itu.”


(2003:1)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka yaitu secara kuantitatif diukur dalam satuan moneter, satuan lain dan kontrol. Dalam suatu organisasi biasanya menyatakan pemasukan dan pengeluaran yang isinya beupa angka-angka dan merupakan kegiatan yang dijalankan selama jangka waktu satu periode biasanya satu tahun.

2.1.2 Karakteristik Anggaran

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan yang diterjemahkan oleh Kurniawan Tjakrawala dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen” anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut :

“1.  Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit perusahaan.

2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter (contoh : unit yang terjual atau diproduksi).

3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun.

4. Merupakan perjanjian manajemen, bahwa manajer setuju untuk bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan dari anggaran.

5. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuat anggaran.

6. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

7. Secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan perbedaannya dianalisis dan dijelaskan.  


(2003:1)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan karakteristik yaitu: dinyatakan dalam satuan keuangan atau istilah moneter, biasanya jangka waktu satu tahun, berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk setuju menerima tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam anggaran, disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari penyusun anggaran, sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu dan secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya yang aktual. Anggaran yang baik memiliki karakteristik yaitu: disusun berdasarkan program, karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan, mempunyai fungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian.

Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya “Akuntansi Manajemen” anggaran yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut :

“1. 
Anggaran disusun berdasarkan program.

2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organinsasi perusahaan.

3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian.“

(2001:511)

Berikut uraian mengenai karakteristik anggaran :

1. Anggaran disusun berdasarkan program

Proses manajemen perusahaan dimulai dengan perencanaan stratejik (strategic planning) yang di dalamnya terjadi proses penetapan tujuan perusahaan dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah tujuan perusahaan ditetapkan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dipilih, proses manajemen perusahaan kemudian diikuti dengan penyusunan program-program untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan stratejik.


Penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dan penaksiran sumber yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan stratejik.


Rencana jangka panjang yang dituangkan dalam program memberikan arah ke mana kegiatan perusahaan ditujukan dalam jangka panjang. Anggaran merinci pelaksanaan program, sehingga anggaran yang disusun setiap tahun memiliki arah seperti yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang. Jika anggaran tidak disusun berdasarkan program, pada dasarnya perusahaan seperti berjalan tanpa tujuan yang jelas.

2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan

Menurut karakteristik masukan dan keluarannya, pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 4 golongan : pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi.


Proses pengendalian pusat biaya kebijakan dimulai dengan pembuatan anggaran biaya yang disetujui oleh manajemen puncak. Anggaran biaya ini merupakan batas atas pengeluaran biaya yang dapat dilakukan oleh manajer pusat biaya yang bersangkutan. Anggaran biaya ini bukan merupakan tolak ukur efisiensi, namun untuk memberikan pedoman agar biaya sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang telah disetujui dalam anggaran.


Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur kinerjanya berdasarkan pendapatannya. Manajer pusat pendapatan tidak dimintai mengenai masukannya, karena dia tidak dapat mempengaruhi pemakaian masukan tersebut. Contoh pusat pendapatan ini adalah departemen pemasaran. Departemen pemasaran bertanggung jawab terhadap pencapaian pendapatan yang ditargetkan tanpa harus dibebani tanggung jawab atas biaya yang terjadi di departemennya, karena biaya seringkali tidak mempunyai hubungan dengan pendapatan yang diperoleh departemen tersebut. Karena pada umumnya biaya-biaya yang terjadi dalam pusat pendapatan merupakan biaya kebijakan, maka pusat pendapatan umumnya juga merupakan pusat biaya kebijakan.


Pusat laba adalah pertanggungjawaban yang manajernya diukur dari selisih antara pendapatan dengan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Oleh karena itu dalam pusat laba, baik masukan maupun keluarannya diukur dalam satuan rupiah untuk menghitung laba, yang dipakai sebagai pengukur kinerja manajernya.


Karena tiap-tiap tipe pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, penyusunan anggaran yang tidak didasarkan pada karakteristik pengendalian masing-masing tipe pusat pertanggungjawaban akan menghasilkan tolak ukur kinerja yang tidak sesuai dengan karakteristik kegiatan pusat pertanggungjawaban yang diukur kinerjanya. Hal ini akan mengakibatkan perilaku yang tidak semestinya (dysfunctional behavior) pada manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan anggarannya.

3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian

Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan anggaran harus mampu menanamkan “sense of commitment” dalam diri penyusunnya. Proses penyusunan anggaran yang tidak berhasil menanamkan “sense of commitment” dalam diri penyusunnya berakibat anggaran yang disusun tidak lebih hanya sebagai alat perencanaan belaka; yang terjadi penyimpangan antara realisasi dari anggarannya, tidak satu pun manajer yang merasa bertanggung jawab.


Untuk menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian, penyusunan anggaran harus memenuhi syarat berikut ini :

a. Partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses penyusunan anggaran.

b. Organisasi anggaran.

c. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengirim peran dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran.

2.1.3 Fungsi Anggaran

Menurut Mulyadi dalam bukunya “Akuntansi Manajemen” anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

“1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang.

3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas.

4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya.

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.

6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.
“


(2001:502)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari anggaran yaitu : disusun untuk pekerjaan dari hasil akhir selama kegiatan berlangsung yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi. Selain itu berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas. Untuk itu diperlukan adanya tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil dari kegiatan operasional yang sesungguhnya, serta sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat maupun lemah bagi perusahaan untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar menjalankan tugasnya dengan baik, serta bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.


2.1.4 Kegunaan dari Anggaran

Persiapan pelaksanaan anggaran menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan yang diterjemahkan oleh Kurniawan Tjakrawala dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen” mempunyai 4 prinsip tujuan, yaitu :

“1.  Untuk menyesuaikan perencanaan stratejik

2. Untuk membantu mengkoordinasi kegiatan dari beberapa bagian dari organisasi.

3. Untuk memberikan tanggung jawab kepada manajer, guna mengotorisasi jumlah yang dapat mereka gunakan, dan untuk memberitahukan mereka hasil yang diharapkan.

4. Untuk mencapai kerja sama yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual dari manajer.”

(2003:3)

Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan di bawah ini :

1.  Untuk menyesuaikan perencanaan stratejik

Perencanaan stratejik mempunyai karakteristik sebagai berikut : dipersiapkan pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada saat itu, persiapannya melibatkan beberapa manajer dan dinyatakan dalam tahapan yang lebih luas. Anggaran yang telah selesai sebelum permulaan tahun anggaran, didasarkan pada judgment peramalan di semua level dalam organisasi. “Penggolongan pertama” dari anggaran mungkin menyatakan kinerja organisasi secara keseluruhan, atau dari suatu unit bisnis dalam organisasi, yang mana mungkin tidak memuaskan. Bila demikian, maka penyusunan anggaran menyediakan pula peluang untuk membuat keputusan yang akan memperbaiki kinerja sebelum dibuatnya suatu komitmen akan suatu cara khusus dari pengoperasian anggaran sepanjang tahun tersebut.

2. Untuk membantu mengkoordinasi kegiatan dari beberapa bagian dari organisasi.

Setiap manajer pusat pertanggungjawaban dalam organisasi berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, tatkala staf mengumpulkan “berbagai potongan” anggaran menjadi suatu anggaran induk, maka inkonsistensi mungkin mencuat. Penyebab yang paling umum dari inkonsistensi ini adalah adanya kemungkinan bahwa berbagai rencana produksi organisasi tidak selaras dengan volume penjualan yang dianggarkan, baik secara total maupun menurut lini produksi tertentu. Selama proses penyusunan anggaran, berbagai inkonsistensi diidentifikasi dan dicari solusinya.

3. Untuk memberikan tanggung jawab kepada manajer, guna mengotorisasi jumlah yang dapat mereka gunakan, dan untuk memberitahukan mereka hasil yang diharapkan.

Anggaran yang telah disetujui seyogyanya mempertegas tanggung jawab setiap manajer terkait. Anggaran tersebut juga mengotorisasai para manajer pusat pertanggungjawaban guna membelanjakan sejumlah dana tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi.

5. Untuk mencapai kerja sama yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual dari manajer.”

Anggaran mencerminkan suatu komitmen dari pembuatnya dengan atasannya. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolok ukur (benchmark) di mana kinerja aktual kelak akan dibandingkan terhadapnya. Komitmen dapat berubah bila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah, namun demikian, anggaran merupakan titik awal yang paling baik dalam menilai kinerja. Anggaran menetapkan pertanggungjawaban pada setiap pusat tanggung jawab di organisasi. Pada level atas, anggaran meringkas penetapan tanggung jawab pada pusat laba individual. Dalam pusat laba, anggaran menetapkan tanggung jawab pada pusat pertanggungjawaban individual (seperti kantor penjualan regional dalam organisasi marketing.





2.1.5 Klasifikasi Anggaran

Anggaran di Indonesia, diklasifikasikan menjadi beberapa macam dengan tujuan untuk mempermudah penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Menurut Arifin Sabeni dalam bukunya “Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan” tujuan dari klasifikasi yaitu :

“1.  Untuk      mempermudah      penyusunan      anggaran      sehingga mempermudah pula perumusan sasaran pembangunan.

2. Untuk mempermudah pelaksanaan anggaran sehingga mampu meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

3. Untuk mempermudah pemeriksaan realisasi anggaran sehingga pengawasan anggaran dapat ditingkatkan.”

(2001:44)

Klasifikasi anggaran pada umumnya ada 6 jenis, yaitu :

“1. 
Klasifikasi organik

2. Klasifikasi obyek

3. Klasifikasi fungsionil

4. Klasifikasi ekonomis

5. Klasifikasi performance
6. Klasifikasi program”

(2001:44)

Berikut ini akan diuraikan mengenai keenam jenis klasifikasi anggaran :

1. Klasifikasi Organik

Klasifikasi ini menintikberatkan pada organisasi negara baik Lembaga Negara Nondepartemen maupun Lembaga Negara Departemen. Pengeluaran yang dianggarkan berlandaskan pada pengalokasian biaya untuk unit-unit Departemen/Lembaga Negara Nondepartemen, sedangkan pungutan pendapatan yang dianggarkan didasarkan pada hak masing-masing Departemen/Lembaga Negara.

Klasifikasi organik ini, terdiri dari tiga tingkatan, yaitu :

a. Tingkat pertama, yaitu Departemen/Lembaga Negara yang menguasai bagian anggaran. Rencana anggarannya disebut “bagian”.

b. Tingkat kedua, yaitu unit Departemen/Lembaga Negara yang terdiri dari Sekretaris Jenderal/Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal. Rincian anggarannya disebut “pos”.

c. Tingkat ketiga, yaitu unsur-unsur dari unit Departemen/Lembaga Negara yang terdiri dari Direktorat/Biro/Kantor Wilayah/ Jawatan. Rincian anggarannya disebut “pasal”.

Pengelompokkan semacam ini, memudahkan untuk mengadakan pengawasan hak dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing Departemen/Lembaga Negara, karena adanya kejelasan pembagian tiap organisasi negara mengenai jumlah anggaran yang menjadi haknya dan berapa besarnya kewajiban untuk melaksanakan pemungutan pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan klasifikasi organik ini akan lebih mudah, karena data-data akan diakumulasi dari tingkat-tingkat organisasi, yaitu dimulai dari tingat ketiga, tingkat kedua, dan baru dihimpun pada tingkat pertama.

Jenis klasifikasi organik ini sampai saat ini masih tetap digunakan mengingat masih adanya Departemen/Lembaga Negara yang ada pada organisasi pemerintah Republik Indonesia.

Kebaikan klasifikasi ini adalah :

a. Mempermudah penyusunan dan pengawasan anggaran pada tiap-tiap Departemen/Lembaga Negara.

Kelemahan klasifikasi ini adalah :

a. Penyusunan anggaran tidak dapat dikaitkan dengan sasaran atau prestasi yang akan diperoleh dari hasil pengeluaran tersebut.

b. Pelaksanaan pengeluaran negara seringkali terjadi overlapping artinya pengeluaran yang seharusnya hanya dilakukan oleh satu Departemen/ Lembaga Negara lain.

Misalnya : pengeluaran pendidikan yang seharusnya hanya dikeluarkan oleh Depdikbud, tetapi Departemen/Lembaga Negara lain masih juga mengeluarkan biaya pendidikan.

2. Klasifikasi obyek

Klasifikasi obyek menekankan pada rincian pengeluaran yang dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis pengeluaran dan dari jenis-jenis pengeluaran ini dibagi lagi ke dalam sub-sub jenis pengeluaran yang disebut dengan “Mata Anggaran”.

Klasifikasi ini memudahkan pengawasan, baik pengawasan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif dan tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjamin agar pengeluaran-pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan proporsi yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari jenis-jenis pengeluaran dan hak-hak masing-masing Departemen/Lembaga Negara.

Jadi pengeluaran tidak boleh melampaui kredit/jumlah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan Keputusan Presiden dalam tahun anggaran yang berlaku.

Dalam struktur APBN, klasifikasi obyek ini dapat dilihat dengan adanya pembagian jenis-jenis belanja yang dibagi-bagi ke dalam subjenis belanja (mata anggaran). Misalnya dalam hal “Pengeluaran Rutin” yang terdiri dari :

1. Jenis belanja pegawai, yang dibagi ke dalam beberapa mata anggaran

a. Tunjangan beras.

b. Gaji/pensiun.

c. Biaya makan/lauk pauk.

d. Lain-lain belanja pegawai dalam negeri.

e. Belanja pegawai luar negeri.

2. Jenis belanja barang, yang dibagi ke dalam beberapa mata anggaran  seperti :
a. Belanja barang dalam negeri

b. Belanja barang luar negeri dan sebagainya.

Kebaikan klasifikasi obyek ini adalah :

Sebagai suatu alat untuk mempermudah perencanaan, pelaksanaan pengeluaran, pengawasan dan mengadakan evaluasi pengeluaran, tiap-tiap mata anggaran.

Kelemahan klasifikasi ini adalah :

Tidak mempunyai kaitan yang erat antara biaya yang dikeluarkan dengan prestasi yang akan dicapai dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi suatu Departemen/Lembaga Negara. Yang dipentingkan di sini adalah kebenaran pengeluaran secara formil dan teknis pelaksanaan anggarannya saja.

3. Klasifikasi fungsionil

Klasifikasi fungsionil dilakukan untuk menghilangkan adanya overlapping (tumpang tindih) antara tugas masing-masing Departemen/Lembaga Negara.

Dalam klasifikasi ini, semua tugas pemerintah dikelompokkan ke dalam beberapa sektor, dan dari sektor dibagi lagi ke dalam subsektor, dan dari masing-masing subsektor dibagi lagi ke dalam program.

Contoh rincian belanja rutin/Pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut :

Sektor pertanian dan pengairan

a. Subsektor pertanian.

1) Program intensifikasi pertain.

2) Program penyuluhan pertanian.

b. Subsektor pengairan.

1) Program irigasi.

2) Program pembangunan DAS (Daerah Aliran Sungai).

Kebaikan klasifikasi fungsionil adalah :

a. Menghilangkan terjadinya tumpang tindih (overlapping) pengeluaran anggaran antara satu departemen dengan departemen yang lain.

b. Mempermudah pengendalian dan pengevaluasian setiap pengeluaran pemerintah pada masing-masing sektor tertentu.

c. Mengetahui dengan mudah berapa jumlah kebutuhan yang sebenarnya dari suatu fungsi pemerintah.

Kelemahan klasifikasi fungsionil adalah :

a. Sulitnya melakukan rincian jenis-jenis program yang tersebar pada tiap-tiap Departemen/Lembaga Negara untuk digolongkan menjadi satu kelompok program.

b. Departemen/Lembaga Negara yang seharusnya melaksanakan fungsi aslinya tidak dapat memberikan hasil (benefit) yang memuaskan.

Misalnya :

Dalam bidang pendidikan, Dekdikbud seharusnya dapat menyediakan sarjana/tenaga ahli yang siap dapat digunakan dalam waktu singkat oleh Departemen/Lembaga Negara yang lain. Karena Depdikbud tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka terpaksa masing-masing Departemen/Lembaga Negara mendirikan institusi-institusi lain seperti :

1. Departemen Keuangan, mendirikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

2. Departemen Hankam, mendirikan AKMIL, AKPOL, AAL.

3. Departemen Dalam Negeri mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan Institut Ilmu Pemerintahan dan sebagainya.

4. Klasifikasi ekonomis

Klasifikasi ekonomis dibuat dengan tujuan agar anggaran yang disusun dapat menggambarkan secara jelas kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi anggaran itu sendiri, jika dilaksanakan semua rencana yang ada akan membawa pengaruh pada sector perekonomian karena terdapat alokasi biaya yang dapat bersifat ekonomis dan nonekonomis.

Dengan adanya kedua sifat alokasi biaya ini, menyebabkan adanya perbedaan dalam klasifikasi ekonomi yang menggambarkan kebijakan-kebijakan pemerintah, yaitu :

1. Pengaturan pengeluaran rutin yang bersifat konsumtif, seperti : pengeluaran untuk belanja pegawai, pengeluaran untuk pensiun/veteran dan untuk badan-badan sosial.

2. Pengaturan pengeluaran pembangunan yang bersifat investasi artinya pengeluaran tersebut dapat membawa efek perkembangan kegiatan ekonomi di kemudian hari.

Pengeluaran investasi ini dapat dibagi menjadi :

1) Pengeluran yang berakibat pada pembentukan modal fisik, seperti : jalan, jembatan, waduk, system komunikasi dan sebagaikan.

2) Pengeluaran yang berakibat pada pembentukan “Human Capital”, seperti : pendidikan, lokakarya, seminar dan sebagainya.

Kebaikan dari klasifikasi ekonomis ini adalah :

a. Mempermudah penentuan sasaran pembangunan.

b. Mempermudah penentuan prioritas pembangunan.

Kelemahan dari klasifikasi ekonomis ini adalah :

a. Kadang-kadang terjadi kesulitan dalam menentukan alokasi biaya yang bersifat ekonomis dan nonekonomis.

b. Sering terjadi pemborosan biaya dalam pelaksanaan loka-karya, seminar dan sebagainya.

5. Klasifikasi performance
Klasifikasi performance ini adalah merupakan bentuk perwujudan sistem anggaran yang menitikberatkan dalam unsur pengendalian anggaran (management control) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta telah ditetapkannya suatu standar untuk mempermudah penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan.

Klasifikasi ini berdasarkan pada pembandingan antara biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost) dengan manfaat/hasil yang telah dicapai (benefit). Dengan berdasarkan kepada cost benefit analisis ini, dapat mempermudah dalam evaluasi suatu pekerjaan bukan hanya menitikberatkan pada segi keuangannya saja, tetapi juga pada segi hasilnya.

Dengan adanya klasifikasi performance ini dapat diketahui apakah proyek-proyek yang dibangun telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh suatu Departemen/Lembaga Negara, sehingga akan memperjelas tanggung jawab Departemen/Lembaga Negara tersebut atas pelayannya terhadap masyarakat.

Kebaikan klasifikasi ini adalah :

a. Mempermudah evaluasi hasil pekerjaan suatu Departemen/Lembaga Negara, dilihat dari segi efektif dan efisien.

b. Mempermudah pengalokasian biaya secara lebih efisien untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat konsumtif, investasi dan pengeluaran-pengeluaran yang bersifat sosial.

Kelemahan klasifikasi performance ini adalah :

a. Sulitnya penentuan standar (tolok ukur) keberhasilan suatu pekerjaan yang kadangkala berubah-ubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

6. Klasifikasi program

Klasifikasi program merupakan alat untuk menghubungkan antara langkah-langkah yang akan ditempuh dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan yang optimal terebut, digunakan langkah-langkah yang efektif dan efisien secara prinsip ekonomis. Dalam klasifikasi ini, langkah-langkah tersebut harus direncanakan secara matang dengan pertimbangan prinsip ekonomi dan rencana-rencana tersebut disusun secara jelas, pragmatis, menyeluruh dan bersifat skala prioritas dalam menghadapi alternatif yang ada. Setelah jelas langkah-langkah yang akan dilaksanakan, disusun suatu strategi untuk mengarahkan kegiatan dan ditentukan pula sumber dananya.

Pelaksanaan klasifikasi program di negara kita, dijumpai dalam anggaran belanja rutin pembangunan dengan menggunakan Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP). Dalam DIK/DIP tersebut dirinci mengenai pengeluaran-pengeluaran dengan ditentukan pula alokasi-alokasinya dan menyebutkan pula sumber-sumber dananya (sumber pembiayaan).

Untuk pelaksanaan DIP, dilakukan dengan cara mengelompokkan jenis-jenis pengeluaran ke dalam proyek-proyek, dan dari proyek dikelompokkan ke dalam program, dan dari program-program ini dihimpun menjadi sub-sektor, dari subsektor dihimpun menjadi sektor, dari sektor dihimpun ke dalam bidang.

Kebaikan klasifikasi program ini adalah :

a. Mempermudah penetapan prioritas pembangunan.

b. Mempermudah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan.

Kelemahan klasifikasi program ini adalah :

a. Adanya prosedur pelaksanaan yang berbelit-belit.

b. Untuk pengesahan DIP dan DIK, membutuhkan waktu yang lama, sedangkan rencana pelaksanaan anggaran tersebut harus segera dilakukan.

2.1.6 Sistem Penyusunan Anggaran

Anggaran disusun dengan berbagai system-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut.

Menurut Arifin Sabeni dalam bukunya “Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan” sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah :

“1. Traditional budget system

2. Performance budget system

3. Planning, Programming, Budgeting System (PPBS)”
(2001:40)

Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan di bawah ini :

1. Traditional Budget System (Sistem Anggaran Tradisionil)

Traditional budget system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran.

Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokkan pos-pos anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap Departemen/Lembaga.

Sistem pertanggungjawabannya hanya menggunakan kuitansi pengeluaran saja, tanpa diperiksa dan diteliti apakah dana telah digunakan secara efektif/efisien atau tidak. Mula-mula pemerintah memberi jatah dana untuk tiap-tiap Departemen Lembaga kemudian tiap-tiap Departemen/Lembaga mengambil jatah tersebut dan menggunakannya untuk melaksanakan kegiatan sampai habis. Setelah dana tersebut habis dipakai, tiap-tiap Departemen/Lembaga melaporkan bahwa dana tersebut sudah dipakai. Jadi tolok ukur keberhasilan anggaran tersebut adalah pada hasil kerja, maksudnya jika anggaran tersebut seimbang (balance) maka anggaran tersebut dapat dikatakatan berhasil, tetapi jika anggaran tersebut deficit atau surplus, berarti anggaran tersebut gagal.

Jelaslah di sini bahwa system anggaran tradisionil lebih menekankan pada segi pertanggungjawaban keuangan (dana) dari sudut akuntansinya saja tanpa diuji efisien tidaknya penggunaan dana tersebut. Anggaran diartikan semata-mata sebagai alat dan sebagai dasar legitimasi (pengabsahan) berapa besarnya pengeluaran negara dan berapa besarnya penerimaan yang dibutuhkan untuk menutup pengeluaran tersebut.

2. Performance budget system

Performance Budget System berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi di dalam “Traditional Budget”, tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan/rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien.

Jadi dalam sistem anggaran performance ini bukan semata-semata berorientasi kepada berapa jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien.

Sistem ini mulai menitikberatkan pada segi penatalaksanaan (management control), sehingga dengan sistem ini efisiensi penggunaan dana diperiksa, juga hasil kerjanya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas kegiatan dan telah ditetapkan suatu tolok ukur berupa standar biaya dan hasil kerjanya. Salah satu syarat utama untuk penerapan sistem ini adalah digunakannya system akuntansi biaya sebagai alat untuk menentukan biaya masing-masing program dan akuntansi biaya sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran dana.

Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran itu dengan menggunakan dana secara efisien.

3. Planning, Programming, Budgeting System (PPBS)

1. Dalam PPBS ini, perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang-barang maupun jasa-jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. Pengukuran manfaat penggunaan dana, dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap lingkungan secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PPBS ini adalah :

2. Untuk menerapkan sistem ini, dituntut kemampuan dalam menyusun rencana dan program secara terpadu.

3. Dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang yang relevan dengan kebutuhan penyusunan rencana dan program tersebut.

4. Pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sampai selesainya pelaksanaan rencana dan program.

2.2 Realisasi 

Pengertian realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :


“Realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, cak wujud, kenyataan, pelaksanaan yang nyata.”

(2002:936)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi merupakan suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. 

2.3 Pajak

Sumber penerimaan penting bagi suatu negara adalah pajak yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

2.3.1 Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya “Perpajakan” yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(2002:1)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada kas negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” ada dua fungsi pajak, yaitu :

“1.  Fungsi budgetair
2. Fungsi mengatur (regulerend)”

(2003:1)

Berikut penjelasan untuk masing-masing fungsi diatas :

1. Fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumen minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

“1. 
Pemungut pajak harus adil (Syarat Keadilan)

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana”

(2003:2)

Berikut penjelasan untuk masing-masing syarat pemungutan pajak diatas :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10 %.

c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.3.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, yaitu :

“1.  Teori Asuransi

2. Teori Kepetingan

3. Teori Daya Pikul

4. Teori Bakti

5. Teori Asas Daya Beli”

(2003:3)

Berikut akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung pemungutan pajak diatas :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagiang beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

· Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

· Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
Contoh :





Tuan A

Tuan B

Penghasilan/bulan

Rp 2 juta

Rp 2 juta

Status



menikah

bujangan





Dengan 3 anak



Secara objektif PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya.

Secara subjektif PPh untuk tuan A lebih kecil dari pada tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.3.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya “perpajakan” hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

“1.  Hukum Perdata

2. Hukum Publik”

 (2003:4)

Berikut penjelasan mengenai masing-masing hukum pajak diatas :

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :

· Hukum Tata Negara

· Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)

· Hukum Pajak

· Hukum Pidana

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum public, peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum. Peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangakan peraturan umum adalah hukum public atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. Hukum pajak dalam pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal mengajukan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang keputusannya dapat ditunda.

2.3.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya “perpajakan” hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

“1.  Menurut golongannya

2. Menurut sifatnya

3. Menurut lembaga pemungutannya”

(2003:4)

Berikut adalah penjelasan mengenai pengelompokan pajak :

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang terdiri dari :

· Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

· Pajak Kabupaten atau Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

2.3.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” tata cara pemungutan pajak, yaitu :

“1.  Stelsel Pajak

2. Asas Pemungutan Pajak

3. Sistem Pemungutan Pajak”

(2003:6)

Berikut akan dijelaskan mengenai tata cara pemungutna pajak diatas :

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel nyata (riel stelsel) yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan ini diketahui).

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran yaitu merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal) yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber yaitu negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat linggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :

· Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

· Wajib Pajak bersifat pasif.

· Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya :

· Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

· Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

· Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :

· Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

“1.  Perlawanan pasif

2. Perlawanan aktif”

(2003:8)

Berikut penjelasan dari masing-masing hambatan pemungutan pajak.

1. Perlawanan pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain :

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, antara lain :

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).
2.4 Pendapatan Asli Daerah


Mengingat kondisi keuangan daerah yang kurang menggembirakan saat ini, Pendapatan Asli Daerah agar terus-menerus ditingkatkan melalui pemungutan pajak. Kesadaran masyarakat membayar pajak sangat menentukan Pendapatan Asli Daerah dan kesadaran itulah yang harus selalu ditingkatkan melalui penyuluhan yang dilakukan secara umum. Administrasi pungutan harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Pungutan yang membawa dampak biaya ekonomi yang tinggi agar dihapus dalam rangka mendorong investasi dunia usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, Dinas Pendapatan Asli Daerah dapat memungut pajak yang terdapat dalam wilayahnya sendiri berdasarkan undang-undang yang jelas yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan.

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam bukunya Selayang Pandang Dipenda yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah ialah Penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang.”

                                                                                                        (2005:21)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menentukan  besarnya Pendapatan Asli Daerah, penerimaan yang diperoleh berasal dari anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mempunyai kewajiban untuk memungut pajak yang berasal dari pribadi maupun badan yang merupakan kegiatan dari sumber-sumber wilayahnya sendiri dan dari pendapatan pajak inilah kegiatan operasional dapat berjalan sehingga nantinya akan dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

2.4.2 Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Tahap I, 

Diadakan rapat internal yang dihadiri oleh masing-masing kepala subdinas dan kepala seksinya. Rapat diadakan sebagai media untuk menyampaikan angka-angka atau potensi dari masing-masing jenis pajak, yaitu :

1. Pajak hotel

2. Pajak restoran

3. Pajak hiburan

4. Pajak reklame

5. Pajak penerngan jalan

6. Pajak parkir

7. Pajak rumah kost

Angka-angka yang disampaikan tersebut sebagai bahan dasar untuk menetapkan target penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang.

Tahap II

Hasil dari rapat internal berupa angka-angka atau target penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang. Angka-angka tersebut kemudian disampaikan kepada tim anggaran eksekutif. Tim anggaran eksekutif terdiri dari :

1. Bapak Sekertaris Daerah yang bertindak sebagai ketua tim

2. Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

3. Bagian Keuangan

4. Bagian Pembangunan

Tahap III

Setelah ditelaah, tim anggaran eksekutif menyampaikan angka-angka atau target untuk tahun anggaran yang akan datang kepada tim anggaran legislatif (DPR).

Tahap IV

Setelah menelaah angka-angka atau target yang disampaikan secara internal, tim anggaran legislatif mengundang tim anggaran eksekutif. Dalam hal ini unit kerja yang terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah untuk mengadakan rapat lebih lanjut.

Tahap V

Sebagai tahap yang terakhir, tim anggaran legislatif mengadakan rapat panitia khusus, panitia musyawarah dan rapat paripurna untuk menetapkan besaran target Pendapatan Asli Daerah untuk tahun yang akan datang.

Prosedur Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Dipenda melaksanakan pendataan potensi masing-masing pajak dari mulai para subdin 1 pajak hotel sampai dengan 8 pajak rumah sewa. Setelah dilaksanakan pendataan potensi, kemudian menghitung besaran potensinya, berikut pajak yang harus dibayar. Hasil penghitung potensi tersebut dibawa ke tim anggaran yang terdiri dari: Bapeda, Dipenda, Bagian Keuangan dan Bagian Penyusunan Program. Setelah disepakati muncul rangka target atau penerimaan yang harus diperoleh Dipenda dihubungkan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dana Perimbangan


Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang selanjutnya disebut dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2.6 Hubungan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Anggaran Pendapatan Asli Daerah merupakan rencana keuangan yang disusun selama periode satu tahun sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang, dengan demikian keduanya mempunyai hubungan dimana anggaran tidak akan tercapai tanpa adanya realisasi yang akan diwujudkan dalam membiayai pembangunana daerah.
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